BAB IV
PERTAMBAHAN HUTANG DAN PERPANJANGAN
MASA GADAI DALAM SATU PERIODE di

PEGADAIAN SYARIAH CABANG-SERANG

A. Mekanisme Pertambahan Hutang dan Perpanjangan Masa Gadai
dalam Satu Priode di Pegadaian Syariah Cabang-Serang.
Mekanisme pertambahan hutang dan perpanjangan masa gadai
dalam satu periode di Pegadaian Syariah (Top Up) hampir mirip
dengan mekanisme di pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional
menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang, begitu pula
pegadaian syariah. Dalam kasus gadai dengan sistem Top up tidak
semua barang dapat diproses, namun hanya barang-barang tertentu
yang memenuhi kriteria. Seperti emas, logam mulia, barang-barang ini
bisa dijadikan jaminan untuk gadai dengan sistem Top up karena tidak
memiliki nilai susut bahkan barang-barang tersebut memiliki
kesempatan untuk terus naik harganya, hal ini yang menjadikan
landasan untuk menghindari risiko bagi perusahaan. Dalam praktik
Top up nasabah untuk menambah utang kedua dalam satu periode

nasabah lansung datang ke pegadaian syariah.
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Prosedur untuk memperoleh pertambahan hutang (top up) di
pegadaian syariah sangat sederhana, masyarakat atau nasabah hanya
menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan,
uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu cepat dan mudah,
begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan
menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn (SBR) saja dengan
waktu proses yang singkat. Adapun prosedur atau mekanisme yang
diterapkan pegadaian syariah cabang Serang Banten dalam sistem top
up ialah nasabah menggadaikan barang (emas) di bawah harga taksiran
barang tersebut, dalam jangka waktu empat bulan (satu periode) dan
sebelum masa gadai itu selesai nasabah mengajukan pertambahan
hutang dari sisa biaya taksiran barang yang digadaikan, pihak
pegadaian menerima pengajuan nasabah tersebut dengan syarat
transaksi gadai atau rahn di awal harus dilunasi terlebih dahulu dan
setelah itu pengajuan top up akan diproses dengan besarnya pinjaman
top up sesuai taksiran barang yang dijaminkan,

Apabila dalam proses pelunasan mengalami wanprestasi dari waktu

yang telah ditentukan maka barang yang digadaikan akan dilelangkan
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olen pihak pegadaian sesuai dengan prosedur atau ketentuan
perusahaan tersebut.!
Adapun persyaratan yang dilakukan oleh rahin untuk melakukan top up
di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Persyaratan pengajuan top up dalam akad rahn sebelum nasabah
meminta top up
a. Pemohon minimal usia di bawah 25 tahun dan tidak ada batasan
usia maksimal untuk mengajukan sistem Top up tersebut.
b. Barang yang digadaikan memiliki nilai yang tidak berkurang
(susut), seperti emas, logam mulia dan lain sebagainya.
c. Melakukan pelunasan terhadap transaksi gadai pertama
2. Prosedur pengajuan dan pelaksanaan top up.’
a. Tahap pendaftaran
Calon nasabah membuat atau mengisi surat gadaian serta
menyerahkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh

petugas pegadian syariah.

'Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Didin sebagai
(Sttaf Pegadaian Syariah Cabang-Serang) Pada Tanggal 14 September 2018 Jam
09:30.

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Didin sebagai
(Sttaf Pegadaian Syariah Cabang-Serang) Pada Tanggal 18 September 2018 Jam
09:30
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b. Proses penaksiran barang

Nasabah menyerahkan barang yang mempunyai nilai sebagai
jaminan pada loket yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian
syariah, mengingat besarnya jumlah pinjaman sangan
tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka
barang yang akan diterima dari calon nasabah terlebih dahulu
harus ditaksirkan nilainya oleh petugas penaksir, petugas
penaksir adalah orang yang sudah mendapatkan pelatihan
khusus dan pengalaman dalam melakukan penaksiran barang-
barang yang akan digadaikan. Pedoman penaksiran yang
dikelompokkan atas dasar jenis barang:
1) Barang elektronik yang mempunyai harga jual di pasaran
seperti, laptop, hp dan jenis sebagainya
2) Barang yang mempunyai daya nilai yang tidak kurang
seperti emas logam mulia, petugas menaksir melihat harga
pasaran pusat dan standar taksiran logam yang telah di
tetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan
penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan

harga yang terjadi.
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Selanjutnya petugas taksiran menaksirkan barang yangh

akan digadaikan tidak ditentukan seharga pasar, melainkan

setelah dikalikan dengan presentase tertentu
Persetujuan akad Top up
Bisa dikatakan proses dimana antara nasabah dan pihak
pegadaian memilih untuk menambahkan utang atau memilih
untuk mengakhiri akad yang dilakukan oleh pihak dari rahin
dan murtahin adapun poin atau rumusan yang ada dalam kasus
Top Up atau penambahan utang ialah: 85% x barang yang
ditaksirkan oleh pihak pegadaian syariah
Sebagai contoh nasabah melakukan Top Up dalam penambahan
utang nasabah mengadaikan emas 10 gram ketika pihak
pegadaian menaksirkan emas menurut harga pasaran adalah
senilai dengan harga per gram Rp 5.000.000., nilai taksirannya
sebesar Rp 5.000.000., maka pihak pegadaian menaksirkan
emas tersebut sebesar Rp 5.000.000,. maka angka penggali
sebesar 85% dari harga atau taksiran emas tersebut dalam
jangka waktu satu periode atau dalam jangka waktu empat
bulan dan ketika sebelum jangka waktunya habis nasabah balik

lagi ke pegadaian untuk melakukan Top Up maka jumlah



88

pengambilan yang akan diambil oleh nasabah adalah 85% dari
harga emas tersebut maka uang yang akan diambil oleh nasabah
sekitar Rp 4.500.000., ditentukan oleh pihak pegadaian syariah.
Adapun sisa dana taksiran dari barang nasabah dengan nilai
15% ini akan dijadikan jaminan risiko barang jika dalam masa
gadai tersebut mengalami penyusutan berat dan penurunan
harga barang. Hal ini dilakukan pihak pegadaian guna

menghindari risiko dikemudian hari.

. Penyimpanan barang jaminan

Nasabah maka menyerahkan barang kepada pihak pegadaian
kemudian barang akan disimpankan oleh pihak pegadaian dan
merawatnya di tempat yang telah disediakan. Akibat yang
timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya
yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya
penyimpanan, perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.
Atas dasar ini membenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya
sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh rahin
dan murtahin, pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan
hanya dari biaya sewa yaitu 0,7% dari hasil harga barang bukan

dari besarnya uang pinjaman oleh nasabah sebagai contoh pihak
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nasabah menggadaikan emas sekitar 10 gram dengan taksiran
Rp 5.000.000., dibagikan dengan per 10 hari yang akan
dibayarkan oleh nasabah uang penyimpanan barang yang akan
digadaikan 0,7%x5.000.000:10=3.500 sehingga nasabah untuk
membayar uang penyimpanan barang gadaiannya per sepuluh
hari sekitar 3.500,.

Masa pengembalian barang pinjaman

Pada waktu nasabah menggadaikan emas di pegadaian syariah,
maka penitipan barang gadai adalah 4 bulan atau 120 hari, jadi
nasabah dapat memperpanjang waktu gadai emas tersebut
dalam masa satu periode jika nasabah belum punya uang untuk
menebus emas yang digadaikan, bisa melakukan dengan Top up
dan selain itu nasabah bias melakukan cicilan atas pinjaman
tersebut sehingga jumlah pinjaman jadi berkurang.

Pembebanan biaya penyimpanan barang jaminan

Besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan ditetapkan
berdasarkan taksiran barang yang digadaikan, jika barang
tersebut adalah emas maka penaksir menghitungkan karat emas,
volume, serta berat emas yang akan digadaikannya, biaya yang

dikenakan merupakan biaya peniyimpanan barang, bukan biaya
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atas pinjaman karena pinjaman yang mengambil untung itu
tidak diperbolehkan, biaya penitipan barang jaminan meliputi
biaya penjagaan, penggantian kehilangan, asuransi, gudang
penyimpanan, dan pengelolaan, besarnya bertambah sesuai
dengan lama barang yang digadaikan. Berbeda dengan gadai
konvensional biaya jasa simpan tersebut tetap setiap bulan, jika
jasa simpan per bulan Rp 50.000., jasa simpan bulan berikutnya

adalah Rp 100.000,.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambahan Hutang dan
Perpanjangan Masa Gadai dalam Satu Periode
Dalam pegadaian syariah Akad yang dipakai dalam kasus top
up di atas adalah akad rahn. Rahn adalah harta yang dijadikan jaminan
utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang
wajib membayarnya, jika telah jatuh tempo tidak ditebus maka barang
yang digadaikan itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman.’
Bahwa praktik pegadaian barang terjadi dalam transaksi utang piutang,
orang yang menggadaikan barangnya disebut sebagai pihak peminjam

dan orang yang menerima barang gadaian disebut sebagai pemberi

*Muhamad Wasitho Abu Fawas, Hukum Pegadaian dalam Figih Islam, (Ttp:
tp, tt), h. 1.
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pinjaman, barang gadaian yang diberikan kepada pihak pemberi
pinjaman itu dijadikan sebagai barang jaminan yang dapat dilelang atau
dijual oleh pemberi pinjaman jika pada jangka waktu atau jatuh tempo
yang telah ditentukan si peminjam tidak dapat dikembalikan
pinjamannya untuk melunasi utang. Jika harga jual itu kurang untuk
melunasi jumlah hutangnya, maka pihak si peminjam harus membayar
tambahnya tetapi jika harga jualnya barang lelangan atau barang yang
telah jatuh tempo itu melebihi jumlah utang, maka kelebihannya itu
akan dikembalikan kepada si peminjam.*

Maksud pengertian di atas bahwa gadai atau rahn merupakan
jaminan utang dan tujuan rahn adalah mendapatkan pelunasan utang
melalui harga barang yang digadaikannya jika rahin gagal melunasi
utangnya setelah jatuh tempo, jika telah jatuh tempo orang yang
menggadaikan barang berkewajiban melunasi utangnya. Jika tidak
melunasinya, dan tidak mengijinkan barangnya dijual untuk
kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau
menjual barang yang dijadikan jaminan.

Adapun para fuqoha berpendapat mengenai barang gadaian

pada saat jatuh tempo, murtahin boleh menuntut rahin untuk melunasi

*Sapiudin Shidig, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Prenada Group, 2016), h.
159-160.
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utangnya, jika utangnya dibayar, permasalahnnya berakhir.” akan tetapi

jika rahin tidak melunasi utangnya dengan melambat-lambatkan waktu,

mempersulit atau menghilangkan diri  maka hakim boleh
memerintahkan murtahin menjual barang gadaian
Sebagaimana dalam ketentuan akad rahn ialah:

a. Jangka waktu akad maksimal 120 hari atau 4 bulan pinjaman dapat
dilunasi atau diperpanjang (ulang rahin, mengansur marhun bih
atau meminta tambahan) sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo

b. Jika transkasi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh
rahin di cabang/unit pegadaian syariah online atau tempat yang
ditunjuk oleh murtahin maka rahin telah menyetujui nota transaksi

c. Dalam hal terjadi perpanjangan akad unttuk tanggal jatuh tempo,
tanggal lelang dan besaran marhun bih tercantum dalam nota
transaksi

d. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo
dengan mengisi formulir, yang telah disediakan penundaan lelang
dikenakan biaya sesuia ketentuan yang yang berlaku di murtahin

e. Pengambilan marhun harus menyerahkan surat bukti rahn dan

menunjukkan bukti identitas

°Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV. Pustaka
Setia, 2012), h. 288.
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Rahin wajib mentaati ketentuan akad yang ada dalam surat bukti
rahn

Adapun dasar hukum rahn adalah

U‘ffl‘; jﬁ_a.au_bjsbgbu\}uv_bw&ﬁjud
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“Jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang mempercayai itu
menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah
mahaemengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah (2):
283).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa gadai (Rahn) hukumnya

dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun

orang yang tinggal di rumah.” Gadai pada hakikatnya merupakan salah

satu bentuk dari konsep muamalah, maka pada dasarnya, hakikat dan

®Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : CV. Darus

Sunnah, 2002), h. 50.

"Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 289.
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fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata mata untuk memberikan
pertolongan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk marhun
sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan
mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan
bkemampuan orang lain. Al-quran telah menggaris bawahi bahwa
ketidak mampuan menulis hanya dapat ditoleransi untuk sementara
bagi yang tidak bertempat tinggal atau nomaden, bahkan menyimpan
barang sebagai jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan,
karena itu jika sebagian kamu mempercayai dan menunaikan
amantmnya, utang atau apapun yang diterimanya jaminan bukan bentuk
tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang
diterima oleh piutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi
utang.

Hadist yang berkaitan dengan gadai adalah:
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“Bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi
dengan pembayaran tempo dan beliau mengadaikan baju
perangnya’’ (HR. Bukhari dan Muslim).2

®Asy-Syaukani, Nailul Authar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Jilid ke 3, h.
123.
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Berdasarkan hadist tersebut para ulama sepakat bahwa ar-rahn
dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan
saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai kebolehan atas
setatus hukum gadai.’ Agar gadai tersebut dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan adanya petunjuk (Fatwa) dari
lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang mempunyai
kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-
Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terkait dengan gadai, fatwa-fatwa
yang telah dikeluarkan adalah:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia
No0.25/DSN-MUI/IN1/2002 tentang Rahn. Dinyatakan bahwa
pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan hutang
dalam bentuk rahn dibolehkan.

Ketentuan umum:

a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan mahun (barang) sampai semua utang rahin (yang
menyerahkan barang dilunasi)

b. Marhun manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada

prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin

*Abdul Rahman Ghazali, Dkk, Figih Muamalat, (Jakarta: Prenada Media
Group, tt), h. 266.
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kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun
dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan
dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanman narhun pada dasarnyan
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin,
sedangkan biaya pemeliharaan pernyimpanan tetrap menjadi

kewajiban rahin

. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak

boleh ditentukan berdasarkan jumpah pinjaman

Penjualan marhun:

1) Apabila jatuh tempo, murtahin memperingatkan rahin
untuk segera melunasi utangnya

2) Apabila rahin tidak tetap tidak dapat melunasi utangnya,
maka marhun dijual/dilelang melalui lelang sesuai
syariah

3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi
utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum

dibayar serta biaya penjualan
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4) Kelebihan hasil penjualan dari marhun menjadi milik
rahin dan kekurangnnyan menjadi kewajiban rahin.*

2. Fatwa Dewan Syriah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/111/2002
Tentang rahn emas, dalam fatwa tersebut dikemukakan bahwa
rahn emas itu dibolehkan berdasarkan prinsip rahn
sebagaimana tertuang dalam. Fatwa DSN MUI menimbang
sebagai berikut:

a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadikan
kebutuhan masyarakat adalah rahn, yaitu menahan barang
sebagai jaminan atas utang

b. Bahwa lembaga syariah merespon kebutuhan masyarakat
atau nasabah tersebut dalam produknya

c. Bahwa nasabah telah pada umunya telah lazim menjadikan
emas sebagai barang yang berharga yang disimpan dan
menajadikanya objek rahn sebagai jaminan utang untuk
mendapatkan pinjaman uang

d. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prisip-

prinsip syariah, dewan syariah nasional memandang perlu

19sytan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group
2014), h. 365.



98

menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan
pedoman.*!

3. ljtihad ulama pun menyepakati kebolehan hukum gadai, hal
tersebut berdasarkan pada kisah nabi Muhammad saw, yang
menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari
seseorang yahudi, para ulama juga mengambil indiksi dari
contoh nabi Muhammad saw, tersebut ketika nabi beralih dari
yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya
kepada seorang yahudi.’? Bahwa hal itu tisdak tidak lebih
sebagai sikap seorang nabi Muhammad saw yang tidak mau
memberatkan sahabat yang biasanya enggan mengambil
pengganti ataupun harga yang diberikan nabi.

4. Kaidah Fikhiyah:

s~ o 5 JW 0T V) a0y el W) o oY)
Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali pada dalil yang mengharamkannya.™
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“yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2015), h. 104-105.

L2Ali Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet,
ke 1, h. 8.

BDewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,
(Jakarta: Erlangga, 2014), h. 733.
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Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan
sesuatu yang berlaku berdasarkan hukum islam atau syara (selama
tidak bertentangan dengan syariat)."!

Maksud kaidah fikih diatas adalah bahwa setiap muamalah dan
transaksi, pada dasarnya dibolehkan, seperti utang piutang, gadai atau
rahn, dalam muamalah melakukan transaksi adalah prinsip, oleh karena
itu transaksi barulah sah apabila didsarakan kepada keridhoan kedua
belah pihak, artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam
keadaan terpaksa atau dipaksa, atau juga merasa tertipu. Bias terjadi
pada waktu akad susdah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu
pihak merasa tertipu artinya hilang keridhoanya maka akad tersebut
bias batal.

Namun sejalan dengan keberagaman kebutuhan yang menuntut
untuk bisa terpenuhi maka rahn dijadikan sebagai fasilitator untuk
mencapai pemenuhan tersebut. Dalam hal ini banyak masyarakat yang
memaksakan keadaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehingga
memicu terjadinya berbagai cara dalam mencapai kebutuhan yang
diinginkannya, hal ini juga mempengaruhi terhadap praktik akad dalam

proses pegadaian, seperti dalam kasus nasabah meminta pertambahan

hutang dan perpanjangan waktu terhadap barang yang sama yang

“Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2006), h. 130.
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digadaikannya dimana hal tersebut masih dalam satu masa. Dalam
Islam kasus semacam ini tidak diperbolehkan karena akan
menimbulkan kesamaran, kerancuan dan kedzhaliman.

Selain itu para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum
dalam kasus penambahan hutang ini, seperti ulama Hanafiyah,
Muhammad, Hanabilah, dan suatu pendapat dari Imam Syafi’i
menyatakan tidak sah menambahkan hutang sebab dapat dianggap akan
rahn kedua, padahal borg berkaitan dengan rahn pertama secara
sempurna, sedangkan menurut Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tusr, Al
Majani dan Ibn al-Mundzir membolehkan pertambahan tersebut sebab
rahn kedua membatalkan rahn yang pertama. Dengan demikian sama

dengan menggadaikan satu borg untuk dua utang.*

“Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006),
Cet ke 3, h. 178.



